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Capaian Opini
LKKL, LKBUN, dan LKPP TA 2019



Opini LKKL LKKL LKKL LKKL LKKL

WTP 56 KL 73 KL 79 KL 81 KL 84 KL

WDP 25 KL 8 KL 6 KL 4 KL 2 KL

TMP 4 KL 6 KL 2 KL 1 KL 1 KL

LKBUN WDP WTP WTP WTP WTP

LKPP WDP WTP WTP WTP WTP

Opini LKKL, LKBUN, dan LKPP

2015 2016 2017 2018 2019

Ket. :

LKPP dan LKBUN telah 
memperoleh opini WTP 
sebanyak 4 kali 
berturut-turut sejak LK 
2016

Penyampaian LHP LKPP kepada Menkeu sesuai surat No.108/S/IV-XV/06/2020 tanggal 19 Juni 2020.



Daftar KL Non-WTP

• Opini WDP pernah diterima pd penyusunan LK 2014
• Pencatatan Upgrade Software yg terpisah dgn

Software induknya,

• Belum memiliki SOP pengklasifikasian ATB, Rincian
ATB yang habis masa manfaatnya dan sebaran
lokasi ATB,

• Pembelian ATB dg Belanja Modal yg tdk dapat
dikapitalisasi.

Badan Siber dan Sandi Negara

01

❑ Opini TMP diperoleh 4 kali berturut-turut sejak berdiri/penyusunan LK th 2016, 
❑ Aset tdk dicatat secara rinci sesuai dengan jenis dan kuantitasnya sebesar Rp1,2T berupa kapal patroli dan peralatan

navigasi dan komunikasi,

❑ Pencatatan ATB tdk sesuai sebesar Rp5,5M,

❑ Tidak tertib pencatatan persediaan yaitu Barang persediaan digudang tdk dicatat sbg persediaan sebesar Rp10,8M dan
tdk melakukan stock opname,

❑ 42 Kendaraan roda 4, tdk dicatat sbg BMN dan 6 bukti kepemilikan kendaraan dinas tdk diketahui keberadaannya,

❑ ATR sebesar Rp22,09M belum diserahkan,

❑ Penerimaan kerja sama dg PT ITI sebesar Rp1,47M digunakan tidak sesuai ketentuan,

❑ Pembelian BBM  yg belum diterima sebesar 7,8M

❑ Klaim Asuransi sebesar Rp41,7M atas mesin kapal yang terendam banjir tidak digunakan

Badan Keamanan Laut 

03

➢ Opini WDP diperoleh 4 x sejak penyusunan LK th
2015, kecuali LK 2017 diperoleh opini WTP

➢ Kas BP sebesar Rp502jt, tdk dapat
dipertanggungjawabkan,

➢ Neraca per 31 Des ‘19 belum sepenuhnya
menyajikan nilai wajar aset tetap hasil revaluasi
sebesar Rp 4,17M,

➢ Terdapat PM minus sebesar Rp280jt dan KDP
Minus sebesar Rp11,65M,

➢ PM dikuasai pihak lain sebesar Rp162,6jt.

Komisi Pemilihan Umum
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Temuan Signifikan LKPP
TA 2019



Temuan Signifikan LKPP

Pengelolaan dan Penatausahaan
Piutang Pajak Masih Memiliki
Kelemahan

Piutang Pajak

01 Dana Bantuan Peremajaan Perkebunan
Kelapa Sawit (PPKS) pada BPDPK Sawit
belum seluruhnya
dipertanggungjawabkan

Pengelolaan Dana PPKS

02

Alokasi Anggaran dan Realisasi
Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada
pos pembiayaan belum sesuai SAP dan
Ketentuan UU yang berlaku

Pengelolaan PSN

03 1. Akun-akun LKBUN 2019 atas Investasi

PMP belum didasarkan pada LK PT

Jiwasraya TA 2019 Audited.

2. Pemerintah belum menetapkan

penyelesaian selisih ekuitas Rp28,8T.

Investasi PMP PT Jiwasraya

04

TA 2019



Temuan Signifikan LKPP

Akun-akun PMP pada PT Asabri dan
Nilai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP)
Kelolaan PT Asabri yang disajikan
LKBUN TA 2019 tidak dapat diyakini
kewajarannya

Investasi PMP PT Asabri

05 • Belum menyajikan kewajiban (aktuaria)
Jangka Panjang atas program pensiun
pada LKBUN 2019 sebesar Rp2.876,76 T

• Perbaikan pencatatan penurunan dana
AIP sebesar Rp 7,52 T

Kewajiban Pensiun

06

Pengelolaan Aset yang berasal dari
Pengelolaan BLBI belum memadai

Aset BLBI

07 Pengendalian atas pencatatan aset
Kontraktor Kontrak Kerjasama
(K3S) belum memadai

Aset KKKS (K3S)

08

TA 2019

Surat Menteri Keuangan No. S-505/MK.05/2020, S-506/MK.05/2020 dan S-507/MK.01/2020 memuat action plan untuk
menindaklanjuti ataupun menyelesaikan temuan LKPP dengan rata-rata target Waktu s.d. Semester II Tahun 2020.



Hibah Langsung



Hibah
Langsung

Hibah B/J/S

Hibah Uang
Penandatanganan
Naskah Perjanjian
Hibah

Register 
Hibah

Pembukaan
Rekening

Revisi DIPA Menerima Kas
di rekening
hibah

Pengesahan
SP2HL

Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang

Penandatanganan
Naskah Perjanjian
Hibah

Register 
Hibah

Penerimaan
barang dgn
BAST

Pengesahan
SP3HL-BJS 
dan MPHL-
BJS

Pencatatan
Aset

Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga



Hibah Langsung

 -

 10,000

 20,000

 30,000

19,920 

27,997 

14,584 

-
3,246 

846 

Hibah Langsung (dlm Milyar)

Pengesahan TAB Pengesahan TAYL

Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan
sesuai dengan LHP BPK selama 2 (dua) tahun berturut- turut, dikenakan sanksi
tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa
BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya“ (PMK 99/PMK.05/2017)



1. Penyelesaian hibah TAYL
2. Hibah Langsung berasal dari kegiatan Pilkada serentak
3. Hibah Langsung berasal dari penanganan pandemi

Covid-19

Potensi Transaksi Hibah Uang/B/J/S di th 2020

Langkah yang perlu diperhatikan:

1. K/L mengidentifikasi hibah TAYL yang belum
terselesaikan

2. K/L melakukan pengadministrasian hibah dengan baik
agar tidak menumpuk di akhir tahun

3. Peran aktif APIP untuk mengawal setiap proses hibah
lsg dan mitigasi temuan pemeriksaan



Revaluasi BMN



Pelaksanaan Revaluasi BMN

945.460

NUP

Nilai Wajar 5.728,49 Triliun

Nilai Buku 1.538,18 Triliun

Peningkatan 4.190,31 Triliun 

(272 %)

BMN Ditemukan 748.568 NUP (79,18%)

BMN Berlebih 39.361 NUP (4,16%)

BMN Tdk Ditemukan 157.531 NUP (16,66%)

Total 945.460 NUP

Tahun 2017-2018 Tahun 2018

PDTT BPK-RI

BPK-RI tidak menerima

hasil revaluasi BMN
(LHP No.119/LHP/XV/12/2018 

tgl. 31 Des 2018)

Tahun 2019

Tindak Lanjut

Penyempurnaan proses bisnis

dan sistem serta perbaikan

hasil revaluasi

Agustus – Oktober 2019

Pemeriksaan Interim LKPP 2019

Reviu dan Pengujian Terbatas Tindak

Lanjut Rekomendasi BPK-RI pada LHP 

Penilaian Kembali BMN (PK BMN)

Mekanisme Pengendalian atas Pelaksanaan PK BMN 
Tidak Memadai. 

Metodologi Penilaian Tanah dalam PK BMN 2017-2018 
Tidak Diatur Secara Memadai 

Nilai Wajar Hasil Penilaian Kembali (PK) Aset Non 
Tanah Tidak Didukung dengan Daftar Biaya yang 
Akurat 

PK atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang 
Disajikan sebagai Aset Lainnya Tidak Sesuai SAP

Terdapat Aset Tetap yang Tidak Diketahui Hasil 
Penilaiannya pada 52 KL Sebanyak 49.756 NUP

Penetapan Masa Manfaat Baru Belum Menyeluruh 
terhadap BMN Non Tanah

Pengklasifikasian Gd dan Bngn sebagai Dasar 
Penilaian Kembali Tidak Tertib

Pelaksanaan IP Tdk Sesuai Ketentuan Sehingga Nilai 
Hasil Reval - Rp1.365.267.483.759.910 Tdk Akurat dan 
Aset Dalam Sengketa - Rp72.394.979.938.524 Berisiko 
Dikuasai Pihak Lain

Penyempur
-naan

Metodologi
Penilaian

Penyempur
-naan

Proses 
Bisnis

Update
aplikasi

(SIMAN, 
SIMAK-

BMN, SIP-
Reval)

Koordinasi
KSAP 

(masa
manfaat, 

aset
kemitraan)

Penguatan
Pengendalian

(APIP, UKI, 
KPKNL, 

Satker K/L)

Clustering
Objek

(K2-K10)

Penentuan
Masa

Manfaat
Baru Aset

Tetap

Hasil pengujian atas tindak lanjut rekomendasi

LHP penilaian kembali BMN 2017- 2018

menunjukkan bahwa perbaikan desain

pengendalian dan metodologi Penilaian

Kembali BMN 2017-2018 telah memadai,

namun implementasinya masih memerlukan

perbaikan.

Surat Auditor Utama KN II BPK-RI 

Nomor 338/S/XV/10/2019 

Tanggal 24 Oktober 2019

PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA 

Tanah

Gedung Bangunan

Jalan, Jembatan &  Bangunan Air

1

2

3

4

5

6

7

8

119.422 NUP

449.412 NUP

376.626 NUP

APIP

• masih perlu segera menyelesaikan reviu atas
implementasi perbaikan dan pelaporan hasil penilaian
kembali BMN.

SATKER

• masih perlu melengkapi hasil inventarisasi BMN dalam
form pendataan dengan data yang valid dan akurat
sehingga dapat dipertanggungjawabkan

KPKNL

• perlu melakukan perbaikan atas hasil-hasil pengujian
BPK yang telah disampaikan kepada masing-masing
KPKNL

PENILAI

• masih perlu melengkapi tambahan uraian atas
penjelasan Kertas Kerja Penjelasan Perhitungan Nilai
Tanah



Penyelesaian Penilaian Kembali 2020

Tanah

JJBA

119.422 NUP

449.412 NUP

376.626 NUP

Gedung & Bangunan

PELAKSANAAN 

2017-2018

Perbaikan di tahun 

2019 dan 2020

Tanah

JJBA

Gedung & Bangunan

PERBAIKAN 

2019

PENYELESAIAN REVALUASI 

2020

Tanah

JJBA

Gedung & Bangunan

Menuntaskan seluruh

objek

Menindaklanjuti temuan

LKPP 2019

Hasil pemeriksaan

LKPP 2020

Total

945.460 NUP

49.617 NUP

113.163 NUP

32.819 NUP

Total

195.599 NUP

55.243 NUP

291.847 NUP

248.624 NUP

Total

595.711 NUP



Tindak Lanjut Temuan BPK dan

Penyelesaian Sisa Target Reval BMN 2020
Tinjut Temuan BPK 2019 Langkah Penyelesaian

1. Penyajian koreval belum memadai Proses ulang di th 2020 dengan aplikasi SIMAK-BMN dan SIMAN

2. BMN Tidak ditemukan belum ditindaklanjuti Penelusuran, koreksi dan/atau penghapusan

3. BMN berlebih belum dicatat Proses ulang di th 2020 dengan aplikasi SIMAK-BMN dan SIMAN

4. Hasil Penilaian belum sesuai Perbaikan di th 2020 dengan aplikasi SIPREVAL, SIMAK-BMN, dan SIMAN

Tahap
Kegiatan Hal yang Perlu Diantisipasi

Inventarisasi 1. Kelengakapan & validitas data pada form pendataan &
apikasi SIMAN.

2. Kecepatan penyampaian form pendataan ke KPKNL
3. BMN tidak ditemukan dan BMN Berlebih belum

ditindaklanjuti

Penilaian 1. Akurasi perhitungan nilai wajar BMN
2. Kesesuaian penggunaan metode penilaian
3. Kelengkapan dokumen Laporan Penilaian Kembali (LPK)

No. Kementerian/Lembaga Sisa Target 2020

1 Kemen. PUPR 254,150 NUP

2 Kemen. Pertahanan 130,494 NUP

3 POLRI 49,038 NUP

4 Kemen. Perhubungan 38,441 NUP

5 Kemen. Agama 31,377 NUP

6 Kemen. Pertanian 11,837 NUP

7 Kemen. ATR/BPN 10,184 NUP

8 Kemen. Hukum dan HAM 9,004 NUP

9 Kemen. Ristekdikti 8,885 NUP

10
Kemen. Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

7,667NUP

Jumlah 551,077 NUP

Total Target Reval: 595,711



STEP 2

STEP 3

STEP 4

Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Identifikasi dan pemetaan V V

Perumasan Kebijakan V V V

Update Sistem V V V

Pelaksanaan dan Monitoring V V V V V

Penyajian V V V

STEP 1

Perumusan Kebijakan

Update Sistem

Pelaksanaan & 
Monitoring

Penyajian di LK

Rencana Aksi Koreksi
Revaluasi BMN

Identifikasi dan Pemetaan objek
yang menjadi menjadi temuan BPK
dalam LKPP 2019

Identifikasi dan Pemetaan objek
yang tersisa untuk dilakukan
perbaikan di th 2020



Mitigasi Risiko Penyelesaian Sisa Target Koreval BMN 2020

Risiko

1. Form Pendataan BMN Tidak Akurat dan
Terlambat disampaikan ke KPKNL

2. Nilai Koreksi belum/salah direkam dalam
aplikasi SIMAK-BMN oleh satker

3. BMN tidak ditemukan & BMN berlebih
belum dtindaklanjuti

4. Akurasi Perhitungan dan Kelengkapan Dok.
Pendukung Laporan Penilaian Kembali

5. Survei Lapangan dalam kondisi Pandemi
Covid-19

Pengendalian

1. Koordinasi pengisian form pendataan antara
satker dg KPKNL

2. Rekonsiliasi data dg KPKNL dan Setjen K/L

3. Penelusuran oleh satker & reviu APIP K/L

4. Verifikasi dan Validasi LPK oleh DJKN

5. Survei Lapangan:
a. sesuai protokol kesehatan Covid-19
b. Optimalisasi TIK Back Up SDM dari

Satker Terdekat

6. Monitoring Secara periodik oleh setjen dan
APIP K/L



Saldo BMN Tidak Normal



SALDO BMN TIDAK NORMAL

Tanggal Buku transaksi non induk

mendahului tanggal Buku induk atau

kosong

Tanggal Buku

Tanggal perolehan sebelum 1945.

Tanggal Perolehan < 1945

BMN tercatat sbg Intrakomptabel dan

Ekstrakomptabel

Pencatatan Ganda

Nilai perolehan nol, tetapi

Kuantitas tidak nol

Nilai Perolehan Minus

Nilai Penyusutan lebih besar

dari nilai buku

Nilai Buku Minus

Data bukan Flag SAP Y 

(intrakomptabel) dan T 

(ekstrakomptabel).

Flag SAP Kosong

Satu NUP memiliki transaksi

perolehan lebih dari satu

transaksi

Perolehan Ganda

Kuantitas Nol tetapi nilai tidak

nol atau Kuantitas minus

Kuantitas Kosong

Tampilan e-Rekon&LK



 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

NP Minus -
Intra

NP Minus -
Ekstra

NB Minus -
Intra

NB Minus -
Ekstra

6,508 2,268 

254,739 

125,555 

Saldo BMN Tidak Normal

Jumlah NUP

Sumber: e-Rekon&LK



Updating Bagan Akun
Standar (BAS)



Updating BAS Penanganan COVID-19 (..1)
Surat Dirjen Pb No. S-369/PB/2020 - Pemutakhiran Akun Dlm Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

Akun Uraian

521131 Belanja Barang Operasional - Penang Pan C-19

521241 Bel Bar Non Operasional - Penang Pan C-19

521841 Bel Brg Persediaan - Penang Pan C-19

522192 Bel Jasa - Penang Pan C-19

523114 Bel Pemeliharaan GB Penang Pan C-19

524115 Bel Perjadin - Penang Pan C-19

526131/2 Bel.PM u/diserahkan kpd Masy/Pemda Bentuk Uang/Brg – Penang Pan C-19

526321/2 Bel. Brg Lainnya utk dserahkan kpd Masy/Pemda Bentuk U/B- Penang Pan C-19

532119 Bel Modal PM - Penang Pan C-19

533119 Be Modal GB - Penang Pan C-19

536118 Bel Modal Lainnya - Penang Pan C-19



Updating BAS Penanganan COVID-19 (..2)
525xxx/537xxx Akun-Akun Belanja BLU

Akun Uraian

525152 Bel Barang BLU - Penang Pan C-19

525153 Bel Barang Persediaan BLU - Penang Pan C-19

525154 Bel Jasa BLU - Penang Pan C-19

525155 Bel Pemeliharaan BLU - Penang Pan C-19

523114 Bel Perjalanan - Penang Pan C-19

537122 Bel Modal PM BLU - Penang Pan C-19

537123 Bel Modal GB BLU - Penang Pan C-19

537124 Bel Modal Lainnya BLU - Penang Pan C-19



571114

571115

Bel. Bansos utk Rehab Sos –
Penang Pan C-19

Updating BAS Penanganan COVID-19 (..3)

57xxxx Akun-Akun Belanja Bantuan Sosial (Bansos) – Penang Pan C-19 

572114

572115

573114

573115

574114

574115
575114

575115

576114

576115

Bel. Bansos utk Jaminan
Sosial – Penang Pan C-19

Bel. Bansos utk Pemberdayaan
Sosial – Penang Pan C-19

Bel. Bansos utk Perlindungan Sosial –
Penang Pan C-19

Bel. Bansos utk Penanggulangan
Kemiskinan – Penang Pan C-19

Bel. Bansos utk
Penanggulangan Bencana –

Penang Pan C-19



Rekonsiliasi TA 2020

Penyusunan LK 
Semester I 2020

&



Aplikasi

Aplikasi 20.00 & Ref. 20.00

Persediaan
Aplikasi 20.00 & Ref. 20.00
SAIBA

Aplikasi 20.00 & Ref. 20.00

SIMAK BMN

Pelaporan Keuangan 2020



Implementasi Penuh

SAKTI 2020



Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian LKKL Semester I Tahun 2020 

….

Open Period

Periode tutup rekon pada

tanggal 16 sd 17 Juli 2020

Close Period

Sanksi dikenakan kepada satker

apabila tgl 16 Juli 2020 status rekonnya

belum “Menunggu TTD KPA”

Pengenaan Sanksi

Proses Rekonsiliasi

B

D

C

A
Periode buka rekon tgl 3 sd 15 

Juli 2020 dan 18 sd 28 Juli 2020 

Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-555/PB/2020 tanggal 30 Juni 2020

KPPN memroses rekonsiliasi 

tanggal 6 sd 16 Juli 2020

K/L yang memerlukan open/close period di luar waktu, dapat mengajukan perm

ohonan open/close period kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(Telp, Whatsapp, e-mail, dsb)

Disclaimer



Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian LKKL Semester I Tahun 2020 

Mengingat tanggal 31 Juli 2020 bertepatan dengan hari libur/hari besar yaitu Hari Raya 

Idul Adha 1441 Hijriyah, maka LKKL Semester I Tahun 2020 disampaikan paling lambat

tanggal 30 Juli 2020

Ingat !!!!

Unit Akuntansi/Pelaporan Batas Waktu Penyampaian Laporan

UAKPA 17 Juli 2020

UAPPA-W 21 Juli 2020

UAPPA-E1 24 Juli 2020

UAPA 30 Juli 2020

Dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL :

1. Memastikan saldo Neraca per 1 Januari 2020 sama dengan saldo Neraca per 31 Desember 2019 Audited;

2. Melakukan telaah atas laporan keuangan mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga K/L;

3. Mengimplementasikan pengendalian intern atas pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat;

4. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian LKKL.



Pan C -19 berdampak terhadap

pelaksanaan APBN dan

pelaksanaan tusi K/L

Dampak Pan C-19

• anggaran dan realisasinya termasuk penerimaan hibah langsung, 

• pekerjaan fisik yang terhambat sehingga berpotensi meningkatkan nilai

KDP, 

• kerugian mitra yang berpotensi meningkatkan piutang tak tertagih, 

• potensi turunnya penerimaan perpajakan dan PNBP, dsb

Penjelasan dampak dan Penang Pan 

C-19 pada LK

K/L menyisir kegiatan-kegiatan dan/atau belanja-belanja 

yang tidak menjadi prioritas di masa pandemi. Alokasi 

dana nonprioritas kemudian dialihkan untuk kegiatan/

belanja dalam rangka penang pan C-19

Refocussing dan Realokasi Anggaran

• Perppu Nomor 1/2020 - Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penang Pan C-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem  Keuangan untuk menetapkan berbagai kebijakan fiskal dalam

pengelolaan keuangan pemerintah. 

• Perpres Nomor 54/2020 - Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020

Penang Pan C-19

B

D

C

A

Pengungkapan CALK
Dampak Pan C-19



Langkah Pengungkapan

Dampak dan penang pan C-19 atas Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban,

Ekuitas, Pendapatan LO, dan Beban diungkapkan secara khusus pada masing-

masing pos laporan keuangan terkait.

Apabila ada informasi lain yang relevan dapat ditambahkan penjelasan atas hal-hal

penting yang diperlukan pada setiap pos laporan keuangan. 

Apabila terdapat informasi penting lainnya terkait dampak dan penang pan C-19 yang 

tidak spesifik mempengaruhi pos laporan keuangan dapat diungkapkan pada

penjelasan penting lainnya.

Sesuai surat Direktur APK Nomor S-14/PB.6/2020 tgl 4 Februari 2020 telah merilis

Aplikasi CaLK untuk penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja, dengan

maksud mempercepat proses penyusunan LK dan mengurangi tingkat kesalahan

penginputan data



Daftar Dampak dan Penang Pan C-19

No. Data Uraian Jenis Pengungkapan

1. Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan Perpajakan Kenaikan/penurunan Pendapatan Perpajakan yang

dapat ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan

konsumsi masyarakat, serta adanya kebijakan fiskal

misal relaksasi perpajakan .

• Jenis Pendapatan Perpajakan

• Estimasi dan Realisasi Pendapatan Perpajakan Th 2020 dan

perbandingan dengan Th 2019.

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

b. Pendapatan PNBP Kenaikan/Penurunan PNBP karena dapat ditinjau

dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan konsumsi

masyarakat, serta adanya kebijakan sosial seperti

PSBB

• Jenis Pendapatan PNBP

• Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Th 2020 dan

perbandingan dengan Th 2019.

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

c. Penerimaan Hibah langsung Hibah langsung uang diprediksi akan meningkat

terutama pada K/L langsung menangani pan C-19

terutama Kemenkes dan BNPB

• Jenis penerimaan hibah langsung

• Tanggal perjanjian Hibah langsung

• Estimasi penerimaan hibah langsung Th 2020

• Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah langsung s.d.

Th 2020, dan perbandingan dengan Th 2019.

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan.

d. Realokasi Anggaran Realokasi anggaran atas belanja yang tidak prioritas

ke belanja dalam rangka penanggulangan dampak

C-19.

• Satuan Kerja

• Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan

• Jenis Belanja

• Jumlah Refocussing/Realokasi Anggaran

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

e. Realisasi Belanja Realisasi belanja dalam rangka penang pan C-19 ya

ng telah terbit SP2D dengan

menggunakan akun lama.

• Jenis Belanja

• Jumlah

• Koreksi yang dilakukan

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

Realisasi belanja dengan akun rangka penanganan

pan C-19

• Jenis Belanja

• Jumlah

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan



Daftar Dampak dan Penang Pan C-19

2. Laporan Operasional

a. Pendapatan Perpajakan Kenaikan/penurunan Pendapatan Perpajakan yang

dapat ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan

konsumsi masyarakat, serta adanya kebijakan fiskal

misal relaksasi perpajakan .

• Jenis Pendapatan Perpajakan

• Jumlah Pendapatan Perpajakan Th 2020 dan per

bandingan dengan Th 2019.

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

b. Pendapatan Penerimaaan

Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kenaikan/ Penurunan Pendapatan PNBP karena dapat

ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan

konsumsi masyarakat, serta adanya kebijakan sosial

seperti pembatasan sosial berskala besar.

• Jenis Pendapatan PNBP

• Jumlah Pendapatan PNBP Th 2020 dan perban

dingan dengan Th 2019.

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

c. Penerimaan Hibah langsung Hibah langsung barang maupun uang diprediksi akan

meningkat terutama pada K/L yang langsung

menangani pan C-19 terutama Kemenkes

• Jenis penerimaan hibah langsung

• Tanggal perjanjian Hibah langsung

• Estimasi penerimaan hibah langsung Th 2020

• Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah

langsung sampai dengan Th 2020, dan

perbandingan dengan Tahun 2019.

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan.

d. Beban Realisasi Beban dalam rangka penang pan C-19 yang

telah terbit SP2D dgn menggunakan akun lama.

• Jenis Beban

• Jumlah

• Koreksi yang dilakukan

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

Realisasi beban dengan akun rangka penang pan C-19 • Jenis Beban

• Jumlah

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan



Daftar Dampak dan Penang Pan C-19

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Transfer Antar

Entitas (Transfer   

Masuk - Transfer  

Keluar)

Transaksi Antar Entitas TK-TM, dapat

berupa persediaan, peralatan dan mesin

berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-

jenis BMN lainnya yang spesifik untuk

penang pan C-19

• Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)

• Satker yang melakukan TM dan Jumlahnya

• Satker yang melakukan TK dan Jumlahnya

• Penjelasan atas selisih, jika ada.

• Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan

4. Neraca

a. Piutang

Perpajakan

Penagihan Piutang Perpajakan yang

terhambat karena dampak C-19 shg

meningkatkan jumlah penyisihan piutang

dan piutang kategori macet

• Jenis Piutang Perpajakan

• Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Des 2020

• Jumlah Piutang Perpajakan yang masuk kategori macet per 31 Des 2020 dan

perbandingan dengan 31 Des 2019

• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan

b. Piutang PNBP Penagihan Piutang PNBP terhambat

karena dampak C-19 sehingga

meningkatkan jumlah penyisihan piutang

dan piutang kategori macet

• Jenis Piutang PNBP

• Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Des 2020

• Jumlah piutang PNBP yang masuk kategori macet per 31 Des 2020 dan per

bandingan dengan 31 Des 2019

• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan

c. Persediaan Timbulnya persediaan dalam rangka

penang pan C-19

• Jenis Persediaan dalam rangka penang pan C-19

• Perbandingan Saldo Persediaan dengan periode sebelumnya

• Sumber perolehan persediaan (APBN atau Hibah)

• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan

d. KDP Penyelesaian KDP yang terhambat

sehingga berpotensi masih terdapat

saldo KDP pada akhir tahun yang

seharusnya sudah selesai sesuai kontrak

• Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan.

• Realisasi pekerjaan s.d Th 2020.dan perbandingan Th 2019.

• Penyebab tertundanya penyelesaian KDP

• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan

e. Kewajiban Kewajiban yang berasal dari belanja

penang pan C-19 yang secara signifikan

belum terbayar

• Jenis kewajiban (belanja yang masih harus dibayar)

• Jumlah per 31 Des 2020 dan perbandingannya dengan 31 Des 2019.

• Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan



Konfirmasi Data Capaian Output (CAPUT) via e-Rekon&LK

B

D

C

A

Satker melakukan :

a. rekonsiliasi internal

(BMN vs Keu),

b. melaksanakan

rekonsiliasi eksternal

dengan KPPN,

c. melaksanakan

pengisian data Caput

untuk dilakukan proses

konfirmasi oleh KPPN

dengan ketentuan sbb:

Data Caput secara otomatis terbentuk di 

ADK rekonsiliasi eksternal.    

Pengisian data Caput dilakukan di tingkat

satker via Aplikasi SAS versi terbaru atau

Aplikasi SAKTI (untuk satker yang mener

apkan SAKTI secara penuh dr 7K/L)

Data Caput sebagai dasar perhitungan IKPA di 

OMSPAN :

data yang diunggah/upload pada open period  

pertama rekonsiliasi eksternal. 

Data Caput dari setiap satker secara otomatis

terkonsolidasi di tngkt wilayah, eselon 1 dan K/L



Mitigasi Risiko dalam Th. 2020

(dr sudut pandang Auditor)

1. Bagaimana dan berapa alokasi anggaran disediakan? Untuk apa saja?

2. Bagaimana dan berapa anggaran direalisasikan? Apakah sesuai

peruntukannya?

3. Apakah manfaat/ fasilitas/ bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak

menerima manfaat? Apakah tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas?

4. Apakah pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dalam masa pandemi covid-19?

5. Apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan

dipertanggungjawabkan sesuai asersi?

6. Apakah terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran serta

peraturan kondisi kahar?

7. Apakah penanggulangan bencana pandemi covid-19 dilakukan memadai?

K/L melakukan mitigasi risiko dalam th. 2020, antara lain:



Terima
Kasih


